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PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Mdo

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

xXxxx, tempat tanggal lahir Manado 12 Juni 1968, agama Islam, pendidikan
Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Lingkungan VI Kelurahan Tikala Baru
(dirumah Kel. Bason-Lewa), Kecamatan Tikala, Kota

Manado, sebagai Penggugat;
Melawan

xxxx, tempat tanggal lahir Kolongan 13 Desember 1973, agama Islam,
pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan
Security, tempat kediaman di Jaga VIII Desa
Watutumou Il (dirumah Kontrakan milik Ibu. Fransiska
Rando), Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa
Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2020
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Manado pada tanggal 16 September 2020 dalam register perkara
Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan alad nikah Tergugat
telah menjadi seorang muallaf dan pada tanggal 22 April 2002 Penggugat
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dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang,
Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : B-117/Kua.23.05.06/PW.00/VI11/2020 tertanggal 21 Juli 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan
Tergugat sebagai jejaka. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tikala Baru,
sebagaimana alamat Penggugat diatas kemudian berpindah di rumah
kontrakan milik Ibu Fransiska Rando di Desa Kalawat, sebagaimana alamat

Tergugat diatas sampai akhirnya berpisabh;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah
dikarunia seorang yang bernama xxxx (perempuan), berumur 15 tahun saat

ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun sekitaran bulan awal
Desember 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh

a. Bahwa Tergugat kerap kali pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga
belakangan diketahui oleh Penggugat bahwasanya Tergugat sering
mengikuti ibadah di salah satu gereja di sekitar rumah keluarga

Tergugat;

b. Bahwa Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak
semata wayangnya tanpa ada kabar berita dari Tergugat sehingga

Tergugat melakukan penelantaran terhadap diri Penggugat dan anaknya;

c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang kerap melontarkan kata-
kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri penggugat
sehingga kerap memicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat;

d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai

kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir
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maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran akhir
tahun 2016;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
sejak sekitaran akhir bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh segala
permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, ¢, dan d
diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah
dan ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai
suami-istri kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, maka Penggugat
akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan

Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar
dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan

Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair:
Mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
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atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-
117/Kua.23.05.06/PW.00/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020, vyang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado. Bukti tersebut
diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelin,
kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

B. Saksi

1. xxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat
bernama Des Haris Pelealu;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah
menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan
Tikala Baru, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Kalawat;

- bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat
dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi
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karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak
tahu penyebab pertengkarannya;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir
tahun 2016 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan
Penggugat dan selama berpisah sudah tidak pernah melaksanakan
kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun

kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ponakan Penggugat dan saksi kenal Tergugat
bernama Des Haris Pelealu;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah
menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan
Tikala Baru, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Kalawat;

- bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat
dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang
pergi meninggalkan Penggugat;

- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun
saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;

- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun
kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145
ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi

karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis
Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat
secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah
tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai
terhadap Tergugat karena sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat kerap kali
pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga belakangan diketahui Tergugat
sering mengikuti ibadah di salah satu gereja di sekitar rumah keluarga Tergugat
dan Tergugat memiliki sifat tempramen yang kerap melontarkan kata-kata kasar
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berupa makian maupun hinaan terhadap diri penggugat sehingga kerap
memicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,
sehingga sejak akhir bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat
sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu

memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak
dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang
Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum
pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil
Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat
tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di
muka sidang dan kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, namun saksi 1 dan saksi 1 Penggugat tersebut tidak
mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
sehingga tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan. Namun
Mejelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap
peristiva atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-
keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil
kesimpulannya selagi peristiwa itu penting, bernilai hukum, tertentu dan
mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, in casu keterangan saksi 1 dan
saksi 2 sama-sama menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016
sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya
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suami isteri, saksi-saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun
dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan
telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak ada tanda-tanda
Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta-
fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah
tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal
310 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan
materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang
diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat
dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya
sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;

- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan
saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 / selama 3 tahun dan tidak pernah
kumpul lagi;

- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan

kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas
terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
telah berlangsung secara terus menerus yang berpuncak dengan berpisah
tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa
mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sebagaimana
Yurisprudensi  MARI  No0.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997,

mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: apabila suami istri sudah tidak tinggal
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serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka

rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak
selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali
dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui

perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa
tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-
Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan
yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka Penggugat dan
Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia
sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling
peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami
isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan
lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandapat bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga
perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya
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dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung

tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat
pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab Figh Sunnah Juz 1l halaman 290
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai
berikut:

olSs izl Blicl ol azg il diny uolall sa) balges ey 1306
oS wolall 2o laglliol u & miuzll plgs azo Glay Y loo I3,V
aisly aallo Lgalls Lagin zMoYl.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan
bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik
rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada
harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu
mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan

talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup
alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Manado adalah talak satu ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap
Penggugat (xxxx);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manado pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib, sebagai Ketua
Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I, M.H., dan Rokiah binti
Mustaring, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukarni
Suma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.l.,M.H. Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Proses . Rp. 60.000,00
Panggilan : Rp.190.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai . Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp.316.000,00

2L S o
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